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TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG
SETIAF

DESA DI KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat

Jalon Raya

BUPATI LEBONG,

bablwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Perauran Pemerintah
Nomer 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Momeor & Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemernntah Momor 60 Tahun 2004 tentang Dana
Dieza Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Megari tentang Drmna Desa Yang Bersumber dan .ﬂnggpm_n
Pendapatan dan Belanja Megara, perlu menetapkan mincian
Dana Dess untuk setiap Desa;

. bahwa ketentuan menpgenai  pelaksanaan PENgAnEEaran,

pengalokasian,  penyaluran,  penatausahaan,  pedoman
PENEELUNART, dan pemantavan secta evalips) pengelolaan
Dana Dess dan penyrluran Bantuan Langsung Tunai Deag
telah diatur dalam Peraturan Menters Kewangan Nomor
50/PME.O7/2020 tentang Ferubahan Kedua Atas Pernturan
Menteri  Keuangan  Nomor  205/PMK.O7 /209 tentarg
Pengelolaan Dana Desa;

hwe berdasarkan pertimbangan sebagaiman .
E:dﬂ huruf & dan huraf b di atas, perly thd
Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dag
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa d; Ril-hupqm:g

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembent
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonegis
Tahuin 1967 Nomoer 19, Tambahan Lembarag N

Republik Indoncsia Nomor 2828); “gara

ndang-Undang  Nemor 39 Tahun 2003
gcrnbtfjmkﬂﬂ Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2003 H‘?mﬂ]’ 154, Tﬂmhﬂm l_,lgmhamn H{m
Republik Indonesia Nomor 4349);

. Argh Matmur Ho. 1 Tubal Kebtupaien Laboeg Provingi Bengiuy
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
NMomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54935);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3387), sebagaimana
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Fenetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Masional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomer 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6413);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Neomor 6 Tahun
n014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Feraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 6321);




. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Momer S5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah MNomor 8 Tahun ap16 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia

Nomor 5864];

g, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 2036,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam MNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611]);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republit Indonesia Tahun 2019  Nomor 1012),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Momer 632);

13. Peraturan Menteri Heuangan Nomor 50/PMEK.07 /2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/FMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 500);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun
2018 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 8);

15. g!:raturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun

Tﬂﬂfﬁnﬁ MBEEEEEJE Pendapatan dan Belanja Dacrah

ggaran [Lembaran Daerah Kabupaten
LebongTahun 2019 Nomor 5). 4



MEMUTUSHKAN !

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAF DESA DI KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN

2020

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lebongini yang dimaksud dengan:

10,

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mMengUrus
urusan pemerintahan, kepentingan masvarakat acte:m_:at berdasalrkanl
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintabian Mepara Kesatuan Republilc

[ndonesia.

Dana Desa adalah dana yvang hersumber dari Anggaran Pendapatan dan!
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yarg ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan pemberdayaan
masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa cebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan aleh Menteri Dalam
Megeri.

Kanter Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN
adalah  instansi  vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang

memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Megara untuk melaksanakan
sebagian fungst Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Angparan Pendapatan dan Belanja Desa, vang selanjutnya disingkat

APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

. Rekening Kas Umum Negara yang gelanjutnya disingkat RKUN adalah

rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank
sentral.

. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah

rekening tempat Fen}'impanaﬂ uang daerah vang ditentukan oleh gubernur,
bupat, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan-penerimaan
daerah pada bank yang ditetapkan.

. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat

pmyimpanmn uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran D

bank yang ditetaplkan. e |
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjunya disingkat BLT Desa adalah
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
Vang bersumb:rl dari Dsmsf Desa untuk mengurangl dampak ekonomi akibat
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19).



BAB I1
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi:

c. Alokasi Kinerja; dan

d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Mlokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten Lebong dibagi jumliah desa
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pas=al 4

(1] Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pa.slai 2 huruf b
diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tingg.

(2] Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, dibagt kepada
desa-desa dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Desa,
pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran [oulput) Dana Desa, dan capaian
hasil joutcome) pembangunan desa,

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 200%%;

b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;

c. Capaian keluaran [outpuf) Dana Desa dengan bobot 25%; dan

d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pagal T

(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari
perubahan rasic PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio
belanja bidatg pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.

(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana pada Pasal & huruf b dinilai dan
persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai

prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan
barang jasa dana desa secara swakelola.

(3) Capaian keluaran foutput) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf ¢

dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian
output dana desa,




(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal &
huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan gtatus desa, status
desa terakhir, dan perbaikan jumlah pendudulk miskin.

Pasal B

Mlokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung
kinan, luas wilayah, dan

berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemis :
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementenan yang berwenang

dan fatau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pagal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal

& dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AF Desa = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + [0,15 * 23] + [0,25 Z4)} * AF Kab/kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

21 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa Kabupaten Lebong ...

£2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten Lebong ...

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa Kabupaten Lebong ...

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap 1KG Desa Kabupaten Lebong

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kab/Kota ..

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lebong ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Lebong dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;

(3} Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati;

(#) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. Tahap | paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
sebesar 40% [empat puluh persen);

b. Tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. Tahap Il paling cepat bulan Juli sebesar 20% {dua puluh persen).



Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat {4)
dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menerima dokumen persyaratan DAK Fisik dan Dana Desa
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan;
a. Tahap [ berupa: )

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan

2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. Tahap Il tanpa dokumen persyaratan;
¢. Tahap [l berupa, ; :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan_penetapﬂn

rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupatl mengenai
perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDes;

. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran secbelumnya; dan

& . Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap Il menunjukkan realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% (ima puluh persen) dan capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% [lima puluh persen).

(2} Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk
seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa tahap 1 pertama kali,

(3] Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ angka 3 dan
angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian  keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, velume keluaran, satuan

ﬂ keluaran, dan eapaian keluaran,

(5) ch-kumey persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau
Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Pemerintah Daerah menandai pengajuan  penyaluran Dana Desa
aeh_agmlmana dimaksud pada ayat (1) atas desa vang layak salur melalui
aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan

(7} Dokumen persyaratan }

| penyaluran Dana Desa seha mana i
ayat (1) disampaikan dalam be el Imaksud pada

ntuk doky i
= dokumen elektronik (softcapy). srumen fistk fhardeopy) k.
| Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimalk i
en elekt: oftco sud a ayat (7) diol
melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat J Endemipﬂz;jerha}:;?daiuéra;?h

Pasal 13

Dana Desa disalurkan
dengan persyaratan sebagaimana dim :
tambahan ketentuan - aksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan




Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan dalam 3 (tiga] kali dengan
besaran:
1. Penyaluran pertama schesar 15 % (lima belas persen);
2, Penyaluran kedun sebesar 15 % (lima belas persen); dan
3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
b. Penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan dalam 3 (tiga] kali dengan
besaran:
1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
d. Tahap Il dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat [4) huruf ¢
dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 12 ayat (1) huruf c.
{2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap | sebagaimana dimaksud
o dalam Pasal 11 avat [}
3 a. Penyaluran Dana Desa tahap Il dilakukan dalam 3 [tiga) kali dengan
besaran @
1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
2, Penvaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
3. Penyaluran ketiga 100 (sepuluh persen).
b. Penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan
rentang waktu antar penyvaluran paling cepat 2 {dua) minggu; dan
¢. Tahap Il dilaksanalan sesual ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf ¢
dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf ¢.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap Il sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4}, penyaluran Dana Desa tahap Il dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan

= ) penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),

l\_l-'

FPasal 14

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. Tahap | tanpa dokumen persyaratan;
b. Tahap Il tanpa dokumen persyaratan; dan
¢. Tahap Il berupa:

1. Peraturan Desa mengenai APEDes:

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap Il menunjukkan realisasi penverapan paling

sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran

menunjukkan paling sedikit sebesar 5004 {lima puluh persen).



(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ angka 2 dan

angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap desa.

{3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). .

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4], Bupal
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layal
salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
setiap minggu.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan
tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(7} Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu
pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa
Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja
Pemerintah Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:

a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
dan/fatau

b, Jaring pengaman sosial di Desa,



(3) Dana Desa dapat
termasuk dalam pri
pada ayat |

digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
oritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
1) setelah mendapat persetujuan bupati.

(%) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada
saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 17

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pﬂﬂﬂ-} 16
ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak
mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

[3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagal benkut:

a. Keluarga miskin atau tidak mampu wang berdomisili di Desa
bersangkutan; dan

b. Tidak termasuk penecrima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH],
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST)
Kementerian Sosial,dan Kartu Pra Kerja.

(4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5] Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
a. Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah] untuk bulan pertama sampai

dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
b. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai
dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

(6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan
selama b (enam) bulan kk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

(7] Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penataan data

keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.

Paszal 18

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman
pedoman teknis yvang ditetapkan oleh Bupati i kegia

dibiayai dari Dana Desa. R i

(2) Pelaksanaan kegiatan vang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan

?Eck:[radwa?]ma dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku
okal, dan diupayakan dengan lebih banyak menvyera tenaga ker '
masyarakat Desa setempat. P A



Pasal 19

(1} Kepala Desa bertanggung jawab alas penggunaan Dana Desa.

& Fncm“ﬁ“tﬂh daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana
esa,

(3) Pendampingan schagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lebong Nomor
3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar.

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalarm Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 29 Juni 2020

%I H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 29 Juni 2020
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Ladang : 2,738,000 __
2 Lehatg Hiam Palembang $51.999.000 Aol 914.737.000
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